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ABSTRAK

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) serta melaksanakan ketentuan
Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28
Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Pemindahtanganan BMN
pada pengelola barang, pengguna barang.

Bentuk pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, atau
Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

BMN yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara
dapat dipindahtangankan.

BMN dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan status penggunaan,
Dikecualikan dari ketentuan di atas, untuk BMN yang tidak memerlukan
penetapan status penggunaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundangan-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Dalam rangka Pemindahtanganan BMN dilakukan Penilaian atas BMN yang
direncanakan menjadi objek Pemindah tanganan, kecuali Pemindah tanganan
dalam bentuk Hibah. Penilaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan
nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Dalam hal
Penilaian dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil
Penilaian BMN hanya merupakan nilai taksiran.

Berdasarkan kajian Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan
Pasal 25, kajian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kajian
atas pertimbangan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan
persyaratan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dan kajian atas
tujuan dan pertimbangan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99, Menteri Keuangan dapat memberikan alternatif
bentuk lain pengelolaan BMN atas permohonan persetujuan Penjualan/Tukar
Menukar/Hibah yang diusulkan oleh Pengguna Barang.

Ketentuan mengenai tata cara Pemindahtanganan BMN yang persetujuannya
berada pada Pengguna Barang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini.



CATATAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
Pemindahtanganan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan diundangkan
pada tanggal 13 Juli 2016.



